KDTA. MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketenResal 184 ayat ( 1 )

Mengingat

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petabén
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali teraldngash
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tgntan
Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pedealitsa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepad
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa &por
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemekksangan
paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun amagdgaerakhir ;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran eada
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada haruf
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penapaan d
Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 ;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1%@ang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Providawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang.....



2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiB
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonestauma
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah ameng
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubatzen
Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakiB
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonestauma
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakabae
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik riagia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah ameng
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubatzen
Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagsdh
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik nadia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Rlepub
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea étenl
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rkpubl
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dauip#i,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik medta
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Riepub
Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl®3 2
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4286 );

7. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbanalan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahddd 2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesi
Nomor 4355 );

8. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemlkemt
Peraturan Perundang—undangan ( Lembaran Negarablikepu
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarayarde
Republik Indonesia Nomor 4389 );

9. Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pesaaik
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaeal{dran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Edrab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

10.Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

11. Undang-Undang .......



11.Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Petak&an
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahdod 2
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapaekakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tabdh 2
tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran NegarabRepu
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4844 );

12.Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengdma
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalanab
( Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Noh26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8 %,

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentatm Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepaler&h
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 &0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nd®28 );

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangk Pa
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu®l 20
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4138);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentamgbRs
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia T&ao1l
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Irglane
Nomor 4139 );

17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentadgd{gan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembarajarde
Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telabati
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemeridtahor 21
tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Pera@@aerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokokmn d
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan &aky
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia TaQ0v
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4712 ),

18.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Edmab
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 );

19. Peraturan Pemerintah .......



19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentatend&r
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Repubtkresia
Tahun 2005 Nomor 49 , Tambahan Lembaran NegaralRkpu
Indonesia Nomor 4503 );

20.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamg@ran
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia TaQ0b
Nomor 136 , Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4574 ),

21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentanga Da
Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonekiant2005
Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4575 );

22.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentaster®i
Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Rdpubli
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaegafd
Republik Indonesia Nomor 4576 );

23.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentarahHi
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 dMd9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&orF 4

24.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran NegarabRepu
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaemgand
Republik Indonesia Nomor 4578 );

25.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentadgnfan
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ddr&O0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB®R# 4

26.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnPan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penarintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahl@b 2
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik kesian
Nomor 4593 );

27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangp®ein
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lenmbalagara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahanbagan
Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

28.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentangriap
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pw&herin
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Infdrmas
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat ( Lembaran Negara Republik IndonesiaiitaR007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 4693 );

29. Peraturan Pemerintah .....



29.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamdp&gian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintBaanah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotanfdaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Edmab
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

30.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang nrato
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintgjaisebaa
telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan éeasNomor 95
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputissiden
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanagadream
Barang/ Jasa Pemerintah;

31.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Bahge,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang
Undangan,;

32.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Dd&rta
Magelang;

33.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Samsuna
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariatabadan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

34.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;

35.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Fekni
Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu danrSRiulssi
Pamong Praja;

36.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan
Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan;

37.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 280&ng
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aagga08
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomypr 1

38.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 280&ng
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetaln Ta
Anggaran 2008 ( Lembaran Daerah Kota Magelang T2003
Nomor 9);

39.Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 280&ug
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan...............



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2008.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beruperdla Keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran ;

b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas ; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pgaia (al ) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badsaha milik daerah /

perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakswindBbsal 1 ayat ( 1 ) huruf a
Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp 360.894.163.791,00
b. Belanja Rp. 386.124.525.429,00
( Défisit ) Rp. (.280.361.638,00 )
c. Pembiayaan :
- Penerimaan Rp. 109.211.346.580,00
- Pengeluaran Rp. 2.248.000.000,00
Surplus RpL06.963.346.580,00
SILPA Rp. 832.984.942,00



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dumaldalam Pasal 2 sebagai
berikut :

(1).Selisin  anggaran  pendapatan dengan realisagndagpatan sejumlah
Rp. 5.644.345.791,00 dengan rincian sebagai keriku

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 2436818.000,00

b. Realisasi pendapatan Rp. 360.894.163.791,00
Selisin [ebih ..., Rp. 5.644.345.791,00

(2).Selisinh anggaran belanja dengan realisasi [zelan sejumlah

Rp. (75.113.682.571,00 ) dengan rincian selagyakut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 461.238.208.000,00

b. Realisasi Rp. 386.124.528,80
Selisih (KUrang) ......ccoovveviiie i e, Rp. ( 75.113.682.571,00 )

(3).Selisih anggaran defisit dengan realisasisde$ejumlah Rp. 80.758.028.362,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit Anggaran setelah perubahan Rp. (105.988.390.000,00 )
b. Defisit Realisasi Rp. %.230.361.638,00 )
Selisihlebih ... Rp. 80.758.028.362,00

(4).Selisih  anggaran dengan realisasi penerimaaembg@yaan sejumlah
Rp.774.956.580,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 108.436.390.000,00
b. Realisasi Rp. 109.211.388,00
Selisin lebih ... e Rp. 774.956.580,00

(5).Selisih  anggaran dengan realisasi pengeluarpembiayaan  sejumlah
Rp. (200.000.000,00 ) dengan rincian sebagakieri

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.448.000.000,00
b. Realisasi Rp. 2.248.0@mm®O
Selisih (kurang) ....eocccooiiiiiiii i, Rp. (  200.000.00D,D

(6).Selisih anggaran dengan realisasi pembiaya&o sejumlah Rp. 974.956.580,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan R}5.988.390.000,00
b. Realisasi Rp. 106.963.346.580,00
Selisin [ebih ........ooviiiii Rp 974.956.580,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat lfutuf b per 31 Desember
Tahun 2008 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset............cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee. Rp. 1.536.556.983.925,16
b. Jumlah Kewajiban ..............o.ooiiiiiiiis e, Rp. 2.306.512.109,50
c. Jumlah Ekuitas Dana .............ccoeiiiiiineinime. Rp. 1.534.250.471.815,66



Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasgtl( 1 ) huruf c untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahuns¥lfi)ai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2008 Rp. .2085415.969,12
b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 47.221.364,80
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non kgaan Rp. ( 72.451.726.007,00 )
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 43.207.232,00
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. ( 2801.686,00 )
f. Saldo akhir kas bendahara pengeluaran Rp. 96282,50
- Jasa giro Bendahara Pengeluaran SKPD Rp. 30B80
- Sisa UUDP (UP) Rp. 335.614.521,00
- Pajak Yang Belum Disetor Rp. 615.023.668,50
g. Saldo akhir kas bendahara penerimaan Rp. 332300
h. Saldo Kas akhir per 31 Desember tahun 2008 Rp.82.392.930.035,50
Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaledach Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf d
Tahun Anggaran 2008 memuat informasi baik sekaaatitatif maupun kualitatif atas
pos — pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapdéen Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum daerpiran Peraturan Daerah ini
terdiri dari :

a. Lampiran | . Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaraenurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 :  Rincian Laporan Realisasi Anggaranmenurut urusan
pemerintahan daerah , organisasi, pendapatan,jdedam
pembiayaan;

Lampiran 1.3 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran aBg@ Daerah menurut
urusan pemerintahan daerah , organisasi, program da
kegiatan;

Lampiran 1.4 . Rekapitulasi Realisasi Anggaran aBg Daerah untuk

keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahiaah aksen
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran 1.5 . Daftar Piutang Daerah;

Lampiran 1.6 :  Daftar penyertaan modal ( invesjaierah;

Lampiran 1.7 . Daftar realisasi penambahan dangpemgan aset tetap
daerah;

Lampiran 1.8 . Datftar realisasi penambahan damgpeangan aset lainnya;

Lampiran 1.9 . Daftar kegiatan-kegiatan yang beldimelesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahurgaam
berikutnya;

Lampiran 1.10 .........



Lampiran 1.10 . Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran 1.11 . Daftar pinjaman daerah dan obligagrah.
b. Lampiran Il . Neraca
c. Lampiran llI . Laporan Arus Kas
d. Lampiran IV . Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimakdachd®asal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V ®eaa Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milikataé perusahaan daerah tercantum
dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini

Pasal 9

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang @Pangan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ds&sabai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendajzatddelanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypelamgan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotel&mag.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Juli 2009

WALIKOTA MAGELANG
Capl/ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Cap/ ttd
SENEN BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 7



